
SALlNAN

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2OL2

TENTANG

PENGELoLAANSAMPAHDANKEBERSIHANLINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi

*r,=y"r"kat menimUutt<an bertambahnya volume' jenis' dan

karakteristik sampah yang semakin beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan

metode d^an teknik pengelolaan sampah yang berwawasan

iingkung"n "errir,gg" 
*.iimbulkan dampak negatif terhadap

keJehatan masyarakat dan lingkungan;

c:31;.1"i1frx?i'"J:i,rt*i1ffi "31*1'utr'"*;:t':{{:
i.rp?a,, dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara

ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan aman bagi

lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

d'bahwadalampengelolaansampahdiperlukankepastian
hukum, kejelasan tanggung jawab d?t kewenangan
pemerintahan Daerah dan pr.u.r, masyarakat serta dunia

usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara

proporsional, efektif dan efisien;

e.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
pad.a huruf 

", 
;, 

", 
att, d perlu riembentuk Peraturan Daerah

Kabupaten Balangan tentang Pengelolaan Sampah dan

Kebersihan Lingkungan ;

Mengingat :' H:ffi:;f+il?J;Tff ff*:-,?,?:?":'afffi-:it.+ti1;1
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2003Nomor22,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor a265\;

2.Undang.UndangNomor32Tahun2ao4tentangPemerint*i"
Daerah (Lemba"ran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 125, Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor4437\,sebagaimanatelahdiubahbeberpakalidan
terakhir kali'dengu-ri u.tar.t g-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan Kedua 1,t." undang-undang Nomor 32

Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

RepubliklndonesiaTahun200sNomorSg,Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSaa);

3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampaf, (Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a851);

4.Undang-undang nomor 25 Tahun 2oo9 Tentang Pelayanan
publik - (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor i 12, T"-bahari Lembalan Negara Republik Indonesia

Nomor 5O38);

S.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo9 tentang Perlindungan
dan pengelolain Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik indonesia rarrun- 2oog Nomor 140, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor5059);

6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan
peratuian Peru}dang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a\i

T.PeraturanPemerintahNomor33TahunZao7tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun

2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

g.peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLl tentang
pembentukan produk Hukuir Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 69a);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008

tentang urusan pemeiintahan yang Menjadi. Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten 
-ealangan 

(Lembarln Daerah

KabupatenBalanganTahun2oosNomor02,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DE\IIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALAI{GAN

MEMUTUSI(AN :



PENGELOLAAN SAIVIPAH
MenetaPkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati d1n perangkat daerah sebagai unsur

penyelengg^iu' Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan'

3. BuPati adalah BuPati Balangan'

4. Dewan Perwakilan Ratrqyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Balangan'

PERATURAN DAERAH TENTANG

OAT{ KEBERSIHAN LINGKUNGAN'

5. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

eiHK adalarr Badan lingkungan Hidup

Balangan.

6. sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia danlatau proses alam

yang berbentuk Padat'

7. sampah spesifrk adalah sampah yang.karena sifat' konsentrasi' dan/atau

volumenya memerlukan pengelolaan khusus'

g. sumber sampah adalah lokasi asal timbuian ."1*p"1 
y:?: dapat berasal

dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri' fasilitas

"o"lrt, 
fasilitas umum danlatau fasilitas lainnya'

g. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang
- 

*.rigftasiikan timbuian samPah'

l0.Pengelolaansampahadaiahkegiatanyangsistematis,menyeluruhdan
berkesinambungan yang meliputi penguranfan dan penanganan sampah'

ll.TempatPenampungansampahyangselanjutnyadisebutTPSadalah
tempatlwad"ah untuk *""t"If'"s!3lp"h slbelum sampah diangkut ke

tempat p"rdut"t" t't*"g' 
--pt'gil*ht"' danlatau tempat pengolahan

samPah terPadu'

12. Tempat pengoiahan _sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST

adalah tempat dllatsanala'rrrya', r.egiatan" p"ttg'*pulan' pemilahan'

3

yang selanjutnYa disingkat
dun Kebersihan KabuPaten



penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir

sampah.

13. Tempat Pemrosesan Akhir yang seianjutnya disebut TPA adalah tempat

untuk memroses dan mengemb"tit ..t sampah ke media lingkungan secara

aman bagi manusia dan lingkungan.

14. Kompensasi adaiah pemberian imbalan kepada orang yang terkena

dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah

ditempat Pemrosesan akhir samPah;

15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan

hukum;

16. Bad,an adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas (PT), persekutuan komanditer (cv), Firma (Fa), Perseroan lainnya,

Badan usaha l,fiUt Negara atau daerah (BUMN/BUMD) dengan nama dan

bentuk apapun, Perlekutuan, Perkumpulan, kongsi, Koperasi atau

Organisa"iy*t g sejenis, Lembaga Swadaya serta Badan Usaha lainnya'

17. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

dalam r""Jf." pengendalian yang meliputi pencegahan dan

penanggulanf,an kecehf,aan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar'

18. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk di

dalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam

suatu *.rrj mempengiruhi felangsungan dan kesejahteraarl manusia

serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya'

19. Pemakai Persil adalah Penghuni atau pemakai tempat dalam Daerah

Kabupaten Balangan untuk tempat tinggal atau tempat usaha'

20. Mitra Kerja adalah pihak ketiga yang ditetapkan seb-agai mitra oleh Badan

Lingkungan Hidup dan XebJrsih"., K"b,rpaten Balangan sesuai dengan

peraturan yang berlaku untuk melaksanakan pengelolaan sampah'

21. SOP adalah standar operasional prosedur sebagai petunjuk teknis

pelaksanaan di laPangan'

Bagian Kedua
Ruang LingkuP

Pasal 2

(1)Sampahyangdikelolaberd.asarkanPeraturanDaerah
a. samPah rumah tangga;
b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
c. sampah sPesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud, 
berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah
tinja dan samPah sPesifik;

pada ayat (1) huruf a,

i"ngga, tidak termasuk



(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berasal dari kawasan liJmersiat, kawasan industri' kawasan

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum' dan/atau fasilitas lainnya;

(4) sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

, 
a. sampatr- yang mengandung bahan berbahaya dal beracun;

U. *a*paft y""g menlandun[ timUah bahan berbahaya dan beracun;

c. sampah yang timbul akibat bencana;
d. puing bongkaran bangunan;

". "r"*p.h 
yJng secara teknologi belum.da.pat diolah; dan

f. sampah y"t S timbul secara tidak periodik'

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jeni9. sampah spesifik di luar ketentuan

sebagaimana dimaksud paai ayat 1+1 diatur 
-d"ng^' Peraturan Bupati'

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab' asas

berkelanjutan, L*r." manfaat, asas keadilan, asas kesadaran' asas

kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan aSaS nilai ekonomi'

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya'

BAB III
TUGAS DAN U/EUIENANG

(1)

{2\

Pasal 5

pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah

yang baik dan berwawasan lingkungan'
Dalam rangka terselengg*rr.yu." pengelolaan sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), P&erinlahan Dalrah wajib melaksanakan :

a. menumbuhkembangkan aan meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam Pengeloiaan samPah;
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan' dan

penanganan samPah;
c. memfasilitasi, 

^mengembangkan' lt' melaksanakan upaya

pengurangan, penangan-an' dan pemanfaatan sampah ;

d. melaksanakan pengelola.rr--*u"*p.tt dT memlasilitasi penyediaan

prasarana dan sarana pengelolaan sampah; faat hasil
e. mendorong dan rnemfasiiitasi pengembangan manl

pengelolaan samPah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal y*"g_l:,'I:10u"* pada

masyarakat setempat untuk-*.tig"i"ngi dan menangani sampah; dan

5



g. melakukan koordinasi antar lembagao. 
dunia usaha agar terdapat keterpaduan

pemerintah, masYarakat, dan
dalam pengelolaan samPah'

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oieh Badan

Lingkungan HiduP dan Kebersihan'

Pasal 6

(1)Daiammenyelenggarakanpengelolaansampah,Pemerintahdaerah
berwenang :

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan

kebijakin nasional danProvinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan salp,ah skaia kota sesuai norma'

standar, ffi""arr., dan liriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh Pihak lain;
d. menetapkan lokasi iempat penampungan sementara, tempat

pengelolaan sampah t"rp"Jrr, dan/atau tlmpat pemrosesan akhir

samPah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam)

bulan selama 20 (dua p"r"rrt tahun terhadap tempat pemrosesan akhir

sampah dengan sistem f"*fJ"^"gan terbuka yang telah ditutup; dan

f. menyusun dan *.nyelerrgg"..f."]" sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah sesuai dengan kewenangannya'

(2)Penetapanlokasitempatpengelolaan.sampahterpadudantempat
pemrosesan akhir sampah "JU"f"i*ana 

d'imaksud pada ayat (1) huruf d'

merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kota sesuai dengan

peraturan Perundan g-undan gan'

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyesuaian sistem tanggap

darurat sebagaimana dimakJud ptd" ayat (1i huruf f, diatur lebih lanjut

dalam Peraturan BuPati'

Pasal 7

Dalamterselenggaranyapengeioiaansampahyangbaikdanberwawasan
lingkungan, iJ*.rirrtu.r, a".r.r, memberikati kewenangan untuk

melaksanakan tugas pengelolaan sampah yang melip-uti :. 
1

i. Badan Lingkungan Hiaup dan te6ersitiat' pf'Hr<1 bertanggung jawab

terhadap pJngetotaan sampah ditingkat kota'

2. Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dalam pengelolaan

sampah a* r.?i"rJirr*r, lingkungan di tingkat kecamatan.

3. Lurah dan Kepala Desa bertanggung- jawab atas pembinaan masyarakat

dalam pengelolaan "^*p.ir- 
ffi. "klbersihan iingkungan di tingkat

kelurahan dan/ atau desa'

4. Pengelolaan sampah di kawasan komersiil' seperti

p""it p.tU"trttla"tt' dan lain-lain dikelola

bertanggungiawab dikawasan tersebut'

pasar, Pusat Pertokoan,
oleh instansi Yang



(2) Ketentuan lebih
dimaksud Pada

Pasal 8

(1) Setiap orang berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan

berwawasan lingkungan Juti p.tir.tit t"h Daerah dan/atau pihak lain

yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b. |erfartisipasi J4u* 

-pto".s pengambilan keputusan, penyelenggaraan

dan pengr-*^.r-tt dibidang pengeloiaan sampah;

c. memperoleh informasi Va-"g benar, akurat dan tepat waktu mengenal

penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapatkan perlind.ungan dan'lompensasi karena dampak negatif

dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

e. memperoleh pembinaan "g". 
a"pat melaksanakan pengelolaan sampah

secara baik dan berwawasan iingkungan'

ianjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana

uyaui(1) diatrlr lebih tanjut aatam Peraturan Bupati'

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

setiap orang daiam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis

sampah rumah tangga wajib *.r,g.ri.ngi dan menangani sampah dengan

cara-yang berwawasan lingkungan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata . 
cara pelaksanaan kewajiban

pengelola"., ""*pah 
rirmah tJ;;; sebagaimata dimaksud pada ayat (1)'

ai*tlt dalam Peraturan BuPati'

Pasal 1O

pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri'

kawasan khusus, fasilitas .r*.r*, f*iUt*" sosial, dan fasilitas lainnya wajib

menyediakan fasilitas pemilahan sampah'

Pasal 11

Setiap produsen harus mencantumkan label atau

dengan pengurangan dan penanganan sampah

produknYa.

BAB IV
HAK DAN KEUIAJIBAN

Baglan Kesatu
Hak

Pasal 12

mengelola kemasan dari barang yang

terurai oleh Proses alam'

tanda Yang berhubunga-n
pada kemasan dan/atau

(1)

{2)

Produsen wajib
tidak daPat atau

diproduksinYa Yang



(1)

(2)

,'ltI,J"n
Pasal 13

Setiaporangyangmelakukankegiatanusahapengelola?,,.:3-pahwajib
mengajuk*., p"r-rriohonan irin t.rtiii* t "p"a. 

Bupati melalui Kepala BLHK;

permoho ,,an rzin sebagaimana dimaksud pada ayat !1) 3l{l-arkan pada

hasil kajian arrrii"i" M-engenai n"*p*f. Lingkungan ({UnAl)'^atau kajian

Upaya Pengelolaan Lingfungan pkr') atau kajian Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL);

(3) Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana

dimaksud p^a" "v"i(r), 
diaiur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Keputusanmengenaipemberianizir-pengelolaansampahharus\-' 
diumumkan kePada masyarakat;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang

mendapatkan izin d"r, tata cara pengU*"*"" sEbagaimana dimaksud

p"a" ayat (fj, diatur dalam Peraturan Bupati'

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pe ngelolaan samp"u nt"'iilt"i-f:"1?: sampah seje nis sampah

Pasal 15

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

terdiri atas:
a. pengurangan samPah; dan
b. penanganan samPah'

Paragraf Kesatu
Pengurangan SamPah

Pasal 16

{1)PengurangansampahsebagaimanadimaksuddalamPasai16hurufa
meliPuti kegiatan :

". 
p"*U"tasan timbulan samPah; 

.

U. penaauran ulang sampah; dan/atau

". i"*"t 
faatan kembali samPah'

{21 pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
\-' 

pada aYat (1) sebagai berikut :

I



a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka

waktu tertentu;
b.memfasilitasipenerapanteknologiyangramahlingkungan;
c. memfasilitasi p"rr.r"p"n label produk yalg ramah lingkungan;

d. memfasilitasi kegiatan -""gg"'a ulang dan mendaur ulang; dan

e. memfasilitasi p"ir."^ran produk-produk daur ulang.

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menggunakan Utft*" prodirksi yang menimbulkan sampah

sesedikit *rrrff,i.r, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau

mudah diurai oleh Proses alam'

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) *"rggr".rakan- ba6.an yang dapat diguna ulang'

didaurulangdan/ataumudahdiuraiolehprosesalam.

Paragraf Kedua
Penanganan SamPah

Pasal 17

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf b meliPuti :

a. pemilahan dalam bentuk pengelornpokkan dan pemisahan sampah

sesuai d.engan jenis, jumlah danf atau sifat sampah;

b. pengu*p,it.r, datam Uentut< pengambilan dan pemindahan sampah dari

sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat

pengolahan sampah terPadu;
c. pengangkutan dalam blntuk membawa sampah dari sumber dan/atau

dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat

pengolah.r, ""*pah 
tirpaiu menujl ketempat pemro.sesan akhir;

d. pengoiahan dalam Uentut< *.rrgrru^h karakleristik, komposisi' dan

jumlah samPah; dan/ atau
e. p.*ro"."ai, akhir 

"ampah- 
dalam .bentuk pengembalian sampah

dan/atau resid.u hasit pengorartatt sebelumnya ke media lingkungan

secara aman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 18

(1) pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan

samPah;



(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran

pendapatan dan Betanja Daerah dln/atau sumber pembiayaan lainnya

yang tidat mengikat dan sah;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
\-' 

ayat (f) dan ayat lZidiatur dtttgan Peraturan Bupati'

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 19

(1) pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai

akibat dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan

sampah ditempat pemrosesan akhir sarnpah;

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. relokasi;
b. pemulihan lingkungan;

". 
bityu. kesehatan dan pengobatan; dan/atau

d. komPensasi dalam bentuk lain'

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi- oleh Pemerintah

Daerah sebagaimr.rrl di*r.k"sud puau. ayat (1), diatur lebih lanjut dalam

Peraturan BuPati.

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 2O

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah

dalam melakukan pengelolaan sampah;

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam

bentuk L"rj, 
-=i*" 

dan/atau pembuatair usaha bersama pengelolaan

samPah;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha

bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' diatur lebih

lanjut dalam Peraturan BuPati'

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat

bermitra dengan badan r=rht pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan

pengelolaan samPah;
10
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(3)

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada lyat (1) dituangkan

perjanjian antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan

yang bersangkutan;

Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati'

BAB IX
PERAN MASYARAI(AT

?asal22

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang
' ' diseienggarakan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Peran sebagaimana dimaksud pad? ayat llldapat 
dilakukan melalui :

a. pemberi..r r".rf, pertimbttgs" dan saran.kepada Pemerintah Daerah;

b. perumusan kebijlkan peng-lolaan sampah; dan/atau
c. pemberian "i.r"n 

a"t-- f."dapat 
'dalam penyelesaian sengketa

persampahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat

sebagaimana dimaksud p"f,"-"v"t (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam

Peraturan BuPati.

BAB X
LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang :

a. membuang sampah tidak pada tempat

dalam bentuk
badan usaha

pada aYat (2)

yang telah ditentukan dan

pembuangan terbuka ditemPat

dengan PersYaratan teknis

disediakan;
b. melakukan Penanganan samPah

pemrosesan akhir; dan/ atau
c. membakar samPah Yang tidak

pengelolaan samPah'

dengan

sesuai

(1)

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 24

pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah dilakukan oleh

Pemerintah Daerah'

Pengawasan terhadap pelaksanaan peng€t"]111 sampah yanq dilakukan

oleh pengelola ;;;;h Jii"t rk.n oieh pemerintah Daerah, baik secara

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama; 
1l
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(3) Pengawasan Yang dilakukan oleh

dim-aksud pada ayat (1) didasarkan
kriteria pengawasan yang ditetapkan'

Pemerintah Daerah sebagaimana
pada norma, standar, Prosedur dan

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

(1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah

yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. paksaan Pemerintahan;
b. uang Paksa; dan
c. pencabutan izin'

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif

sebagaim^rr" di*aksui paa* ay"at (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam

Peraturan BuPati.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

(1)Sengketayangdapattimbuldaripengelolaansampahterdiriatas:
a. sengketa aitara pemerintah naerah dan pengelola sampah; dan

b. senlketa antara pengelola sampah dan masyarakat'

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat

dilakukan melalui penyeleslian diluar pengadiian ataupun melaiui

pengadilan;

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)' diatur
\ ' lebih lanjut daiam Peraturan Bupati'

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 27

(1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan mediasi'

negosiasi, u,rbitr."E, atan: pitifr.n iairidari para pihak yang bersengketa;
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{2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana

dimaksud puJu'uyit (1) tidak te"rcapai kesepakatan, para pihak yang

bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan'

Baglan Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 28

Penyelesaian sengketa persampahan didalam pengadilan dilakukan melalui

gugatan perbuatan melawan hukum;

Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mensyaratkan p.rrggrgtt membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian,

dan hubungan "il"u akibat antara perbuatan dan kerugian yang

ditimbulkan;

Tuntutan daiam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana

dimaksud pada 
"V"i 

(i) aapaf be.'ujud ganti kerugian dan/atau tindakan

tertentu.

(1)

(21

(3)

Masyarakat
pengelolaan
kelompok.

Bagian KeemPat
Gugatan Perwakilan KelomPok

Pasal 29

yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang
" 

"u:ipah 
berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan

(1)

(2\

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi PersamPahan

Pasal 3O

organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan

pengelolaan sampah yang aman lagi kesehatan masyarakat dan

lingkungan;

Hak mengajukan gugatan sebagaimana.dimaksud pada aya!. (1) terbatas

pada tuntutan ,rit"i melakukin tindakan tertentu, kecuali biaya atau

pengeluaran riii;

Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana

diriaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. berbentuk badan hukum;
b. mempunyai anggaran dasar dibidang pengelolaan sampah; dan

c. telah meiakukan kegiat"" t,"i" p?tiirg""edikit i (satu) tahun sesuai

dengan anggaran dasarnYa'

(3)

IJ



Pasal 31

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia' Penyidik Pegawai

Negeri Sipil tertentu dilingkurigan Instansi Pemerintah Daerah yang

lingkup tugas dan tangguttgi^*JUnya dibidang pengelolaan persampahan

diberi *.*"ru.rrg f.fr"*iu -"ti.g*l penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(2) Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan de.,gan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yu-.tg aiauga melakukan tindak

pidana dibidang pengelolaan sampah;

c. meminta keterangan dan bah..t urrt ti dari orang berkenaan dengan

peristiwa tinaat pfd"'" dibidang pengelolaan sampah;

d. melakukan pemeriksaan atas fiernbuluan, catatin, dan dokumen lain

berkenaarr-a".rgu-., tindak pidana dibidang pengelolaan sampah ;

e. melakukan pemeriksaan ditempat terteniu yang diduga terdapat bahan

bukti, pembukuan, p"."u'tu"t".,, dan dokumen lain serta melakukan

penyitaan- terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat

dijadikan bukti dalam p.tf."t" tindak- pidana dibidang pengelolaan

sarnPah; dan
f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana dibidang pengelolaan sampah'

penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana- dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainy" p".rfiaikin dan hasil penyidikannya kepada

p."Viaif. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

penyidik Pegawai Negeri s-ipii sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyid!!1n kepaJa penuntut umum melalui Penyidik

PejaLat Polisi Negara Republik Indonesia'

(3)

(4)

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDII{AN

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

(i) Barang siaPa Yang melanggar
kurungan Paling lama 3 (tiga)

5.000.000,- (lima juta ruPiah)'

Pasal 32

ketentuan Pasal 14 d'an Pasal 24 diancam

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp'

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran'
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Pasal 33

Selain ketentuan sebagaimana d.imaksud. dalam Pasal 33' terhadap Pelaku

tindak pidana juga ?apat diancam berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan Yang berlaku'

Pasal 34

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri'

kawasan khusus, fasilitas ,***, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang

belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada- saat .diundangkanya
peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan

sampah paling lama 1 (satu) tahun'

BAB XI/II
KETENTUAN PERALIHAN

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati'

Pasal 36

peraturan Daerah ini murai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini, dengan penempatlnnya da-lam Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan.

ini sepanjang mengenai

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2A12
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundargkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2Al2
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

ll1an sesual
Hukum

dengan aslinya.
Setda Kab. Balangart,

Hukum,

APARIN, SH
rk.r (rvlb)

i9611019 1"992A3 1 002

ffi
[6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2AI2 NOMOR 02
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEIiI BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2OL2

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan

yang tinggi mengakibatkan bertamblhnya volume sampah. Di samping itu,

;;1f tonlirm"i niasyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis

sampah yang semakin beragam, antara iain, sampah kemasan yang berbahaya

dan/atau sulit diurai oleh proses alam'
Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah

sebagai barang sisa yarig tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang

perlri dimanfaatkan. tU"Jy.t"kat dalam mengelola sampah masih bertumpu

iaaa pendekatan akhir iend-of-pipe), _yantu sampah dikuSqulkan' diangkut,

dan dibuang ketempat pemro=""tt, akhir *a*pah' Padahal, timbunan sampah

dengna volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah

U.ffit..r.i melepas gas metan (CH4) Y1,g 
-dapat 

meningkatkan emisi gas

**"6 kaca dan memebrikan kontritisi ierhadap pemanasan global' Agar

timbunan sampah dapat terurai melaiui proses alam diperlukan jangka waktu

yang lama dan diperiukan penanganan dengan biaya yang besar'
paradigma pengelolaan saLpah yan[ bertumpu pada pendekatan akhir

sudah saatnya ditinggikan d,ala* iig^t ti dengan paradigma baru pengelolaan

"""rp"fr. 
Paiadigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang

mempunyai nilai ekonomi a.r, ar.p"t ilmaniaatkan, misalnya, untuk energi'

kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri' Pengelolaan sampah

dilakukan dengan p"rrd.k.tan yang komprehensif dari hu1u, sejak sebelum

dihasilkan suatu produk yang t"t[ot*t si menjadi sampal, .:'*p^i ke hilir'

yaitu pada fase p'roduk .uaa-f, digr:nakan ".hingg" 
menjadi sampah' yang

kemudian dikembalikan ke medii lingkungan secara aman. Pengeloiaan

sampah d.engan paradigma baru teisebui dilakukan dengan kegiatan

pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi

kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, d,', dan pendauran ulang,

sedangkan kegiatan penang"""" sampah meliputi pemilahan' pengumpulan'

pengaigkutan, pen golahan, dan pemro-se san-akhir'
pasal Zti 

"V?t lft 
Und"ang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 memberikan f,r1 i"pada setiap otat'g- u.ntuk mendapatkan

lingkungan r.iarp yang baik dan sehat. Amanat undang-undang Dasar

tersebut membeiitcan konsekoensi bahwa pemerintah wajib memberikan

pelayanan publik dalam p"rrg.tottan sampah. Hal itu membawa konsekuensi

hukum uarr*, p.*.rirrtuf, merupakan pihak ya.ng berwenang dan

bertanggung *#O di bidang pengelolaan sampah meskipun secara

operasional pengelolaannya a"pit b".riitr^ dengan badan.usaha' Selain itu

organisasi persalrrpahan, -dan i<elompok masy^.Lk''t yang beregrak dibidang

persamparr*r, a*p"t juga diikut sertakan dalam kegiatan pengeiolaan sampah'
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Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah nsecara terpadu

dan komprehensif p.*..r,.rhatiJrak dan kewajiban masyarakat, serta tugas

dan wewenang
pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik,

diperlukan p*yrrg hukum dalam bentuk undang'und-ang' Pengaturan hukum

petgelolaro ""*p-ah 
dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung

:'"*iU, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran' asas

kebersamaan, aSaS klsehmatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi'

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan

Peraturan Daerah ini diperlukan daiam rangka :

a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan

sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
b. keteitiUan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
c. kejelasan tugas, wewenang, dan t*ttggung jawab Pemerintah dan

pe-merintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
d. kejelasan antara pengertian sampan yang diatur dalam undang-undang ini

dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang

Pengelolaan Lingkungan HiduP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

CukuP jelas

Pasal 2 Ayat (1) :

CukuP jelas

Ayat (2) :

CukuP jelas

Ayat (3) :

yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah

sampah yang tidak*berasal dari rumah tangga. Kawasan komersial

berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar' pertokoan' hotel'

perkantoran, restoran, dan temfat - hiburan. Kawasan industri

ilerupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan !d,:-:'lt 
yang

dilenlkapi dengan prasarana dan sarana penunJang yang

dikembangkan dZ,n dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang

telah memiliki rzin usaha kawasan industri' Kawasan khusus

merupakanwilayahyangbersifatkhususyangdigunakanuntuk
kepentingan nasionayberskala nasional, misalnya, kawasan cagar

budaya,tamannasional,pengemb.anganindustristrategis,dan
pengembangan teknologi tinggi. 

"r"asilitas sosial berupa, antara lain'

i.r*"tft ibadah, panti astthan, dan panti sosial'
Fasilitas umu1ylberupa, antara 1ain, terminal angkutan umum, stasrun

kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian

kendaraan umum, taman, jaian, dan trotoar. Yang termasuk fasilitas

lain yang tidak 
'termasuf kawasan komersial, kawasan industri'
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kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah

tahanan, lembaga permasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat

kesehatan masyirakat , kawasan pendidikan, kawasan pariwisata,

kawasan berikat, dan pusat kegiatan oiah raga'

AYat (4) :

Cukup jeias

Ayat (5) :

Cukup jelas
Pasal 3 :

yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan
pem?rintah daerah -mempunyai tlnggung jawab pengeloiaan sampah dalam

mewujudkan hak *^"y..akai terhaaap [ngkungan hidup {ang baik dan sehat

sebagaimana diamu.tu.tk"t',. dalam Pasal 28H ayat (1) Undnag-Undang Dasar

Negera Republik Indonesia Tahun i945.
Vaig dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan

"**!u"n 
dilakukan dingan menggunakan metode dan teknik yang ramah

lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan

*r.""yu.*ikat dan Iingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada

generasi yang akan datang.
?u..rg dimaklud dengan -u"*u.* "manfaat" adalah bahwa pengeloaan sampah

perlu menggunakan 
-pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber

d.yu yang Iipat dimanfaatkan uniuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
y;g " diriaksud dengan asas "keadilan' adalah bahwa dalam pengelolaan

sam-pah, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang

,"*" kepaaa masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam

pengelolaan samPah.
V""! dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan

sam-pah, Pemerintah dut pemerintah daerah mendorong setiap orang agar

memiliki sikap, kepedulia.t, d"tt kesadaran untuk mengurangi dan menangani

sampah yang dihasilkannya.
Yan! dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan

samlah diselenggarakln dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan'
yang dimaksud?engan asas Lkeselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah

harus menjamin keselamatan manusia.
yang dimaicsud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah

harus menjamin keselamatan manusia'
yang dimaksud dengan asas "keamanan" aalah bahwa pengelolaan sampah

rrar,ls menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif'

Yang dimaksud dengan **i" "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah

merupakan sumber h.y. yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat

dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah'

Pasal 4 :

CukuP jelas
Pasal 5 :

CukuP jelas
Pasal 6 Ayat (1) Huruf a :

Cukup jelas
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Huruf b

Huruf c

Huruf d

Hurrrf e

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos' pupuk, biogas' potensi

energi, dan hasil darur ulang lainnya'

Huruf f :

CukuP jelas
Huruf g :

CukuP jelas

Ayat (2) :

CukuP jelas

Pasal 7 AYat (1) Huruf a :

CukuP jelas
Huruf b :

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat

penarrpungan u"*f"fr, 
- 
alat angkut slmpah' . tempat penampungan

sementara, tempat pengolahan Sampih terpadu, dan/atau tempat pemrosesan

akhir samPah.

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Ayat (2)

Ayat {3)

Pasal 8

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 9 : 19



CukuP jelas
Pasal 10 :

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster'

apartemen, kond.ominium, asrama, dan sejenl!*y"'
iasilitas pemilahan yang disediaican dilltakkan pada tempat yang mudah

dijangkau oleh masYarakat.

Pasal 1 1 :

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kema'sannya , tidak

memungkinkan mencantumkan 1abel atau tanda, penempatan label atau

tanda dlpat dicantumkan pada kemasan induknya'

Pasal 12 :

Yang dimaksud dengan mengelola
kemlsan untuk didaur ulang dan/atau

Pasal 13 :

kemasan beruPa Penarikan kembali
diguna ulang.

Pemerintah, antara lain, memuat
izin, jangka waktu izin, dan

Cukup jelas

Pasal 14 AYat (1) :

CukuP jelas
AYat (2) :

Lingkup perizinan yang diatur oleh
persYaratan untuk memPeroleh
berakhirnYa izin.

Pasal 15 :

CukuP jelas

Pasal 16 AYat (1) :

CukuP jelas

Ayat (2) Huruf a :

pemerintah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi smapah

dengan "..u 
*o.9g;;"L"" Uatran yaig dapat itau mudah diurai oleh proses

alam. Kebijakan"*tersebut berupa 
-penetapan jumlah dan persentase

pengurangan pemakaian bahan r"tr* tidak dapat atau sulit terurai oleh proses

Lla* dalam jangka waktu tertentu'

Huruf b :
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Teknologi ramah lingkungan merLtpakln- teknologi yang dapat mengurangi

timbulan sampah sejit awal proses produksi'

Huruf c :

Cukup jelas
Huruf d :

CukuP jelas

Huruf e :

CukuP jelas

AYat (3) :

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan

baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

AYat (4) :

CukuP jelas

Pasal 17 AYat (1) Huruf a :

pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan

keamanan, kese'hatan, lingkungan, f..tya*r.nan, dan kebersihan'

Huruf b :

CukuP jelas
Huruf c :

CukuP jelas
Huruf d :

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi' dan jumlah

sampah dimaksudkan "g*. ""*p?f, 
O"p"t diproses lebih lanjut' dimanfaatkan'

atau dikembalikan ke media iingtcungan secara aman bagi manusia dan

lingkungan.

Huruf e :

CukuP jelas

AYat (2) :

CukuP jelas

Pasal 18 :

CukuP jelas
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Pasal 19 AYat {1) :

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungiawaban pemerintah terhadap

pengelolaan sampah ditempat 
';.;;;;;!in [r.t it yang berdampak negatif

terhadaP orang.

AYat (2) :

CukuP jelas

AYat (3) :

CukuP jelas
Pasal 20 :

Pasal 21 :

Cukup jelas

CukuP jelas

Pasal22 :

Pasal 23 :

Cukup jelas

CukuP jelas
Pasal 24 :

CukuP jelas
Pasal 25 AYat (1) :

CukuP jelas

AYat {2) Huruf a :

Paksaanpemerintahanmerulpakansuatutinl-llThukumyang
dilakukanoter,pemerintahdaerahuntukmemulihkankualitas
lingkungand.alamkeadaansemuladenganbebanbiayayang
ditanggung otef' pengeiola "a*pat' 

y;1lg tidak mematuhi

t 
"i.,,iitat'1a1am 

peraturan perundan g-undan gan'

Huruf b :

Uang paksa merupakan uang .yang harus dibayarkan dalam

jumlah tertentu 1;h p.rrgEtJta 
-sampah yang melanggar

ketentuan dalam peraturan 
-pe'und"ng-undangan sebagai

pengganti dari p"i"ftt""aan sanksi paksaan pemerintahan'

Huruf c :

22



CukuP jelas
AYat (3) :

Cukup jelas
Pasal 26 AYat (1) :

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih

V""S- dlti*Urrff.u" oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau

kerugian terhadap kesehatan masyarakai dan/atau iingkungan akibat

kegiatan Pengeloiaan samPah'

AYat (2) :

Cukup jelas
AYat (3) :

Cukup jelas

Pasal 27 AYat (1) :

Penyelesaian sengketa persampahan diluar pengadilan diselenggarakan untuk

mencapai kesepakatan *rrrg".r.i bentuk dln 
*b""utt'ya 

ganti rugi dan f atau

mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau

l"*ffug"Vr ar*prk negatif dari kegiatan pengelolaan sampah'

AYat (2) :

Cukup jelas
Pasal 28 AYat (1) :

CukuP jelas
AYat (2) :

CukuP jelas

AYat (3) :

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini' antara lain'

perintahmemasangataumemperbaikiprasaranadanSarana
Pengelolaan samPah'

Pasal 29 :

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajy3l $',g"tan oleh satu

orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok'

Pasal 30 AYat {1) :

organisasi persampahan merupakan. kelompok orang yang terbentuk atas

kehendak dan keinginan *"rriiri ditengah'*""yt'Jttat yang tujuan dan

kegiatannYa meliPuti bidang
pengelolaan samPah' 23



Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang

secara nyata dapai dibuktikan tifan dikeluarkan oleh organisasi

persampahan.

Ayat (3) :

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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